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PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap

perkara terdakwa :

1 Nama lengkap : Aris Sudirman;

2. Tempat lahir : Garut;

3.  Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 19 Juli 1963;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Harus Manis, Cibinong, Bogor Jawa

Barat / Perumahan Citra Indah, Jonggol, Kab.
Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Aris Sudirman pada saat ini berstatus seorang Narapidana;
Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16
September 2021 Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel. dalam perkara Terdakwa

tersebut di atas;

Menimbang bahwa,Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Aris Sudirman bersama-sama saksi Winarti selaku
Direktur PT. Bitop Jaya Abadi dan Direktur PT. Bitop Jaya Lestari, saksi Ir. M.
Hasyir Thaha selaku Direktur PT. Thaha Enginering group dan saksi Ir.
Parlindungan Putratama selaku Direktur PT. Pas Aditama, saksi Hendra
Kusviandy selaku Direktur PT. Handal Karya Abadi, dan saksi Suwarjita selaku
Direktur PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan yang pasti pada masa pajak tahun 2013 sampai dengan tahun
2014, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, di JI. Anggur
V Nomor 81, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada
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suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang
menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja
menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

» Terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk
mendirikan 3 (tiga) perusahaan dan atas permintaan terdakwa tersebut
selanjutnya saksi Endi Rohaendi membuat 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar Lasmana, NPWP :
03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;

2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 23
Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra, NPWP :
66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;

3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi Permana, NPWP :
03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;

»  Saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan ketiga perusahaan tersebut,
selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perusahaan kepada
Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah beroperasi
melakukan usaha apapun dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan
penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan
PT. Milka Indah Persada;

» Terdakwa pada tahun 2013- 2014 menerima permintaan untuk membuat
faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari
PT. Pas Aditama, melalui saksi Ikhsan Haras selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT.
Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah

Persada dengan kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai Pajak
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Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No PPN
Nomor Tol NPWP Nama
1. | 010.001- 09- 66.209.153.7 | PT. Karya | 45.603.100
14.23892199 05- -016.000 Inti
2014 Persada
2. | 010.001- 15- 66.209.153.7 | PT. Karya | 36.523.450
14.23892201 05- -016.000 Inti
2014 Persada
3. | 010.001- 20- 66.209.153.7 | PT. Karya | 40.186.700
14.23892203 02- -016.000 Inti
2014 Persada
4. |010.001- 08- 66.209.153.7 | PT. Karya | 37.434.800
14.07408909 07- -016.000 Inti
2014 Persada
5. | 010.001- 11- 66.209.153.7 | PT. Karya | 37.017.600
14.07408911 07- -016.000 Inti
2014 Persada
6. | 010.001- 02- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.225.000
14.06579941 01- -016.000 |npora
2014 Bersama
7. |010.001- 03- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.544.150
14.06579942 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
8. | 010.001- 06- 03.259.319.6 | PT.Panca | 21.100.000
14.06579943 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
9. | 010.001- 16- 03.259.319.6 | PT.Panca | 20.700.150
14.06579948 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
10. | 010.001- 17- 03.259.319.6 | PT.Panca | 20.850.600
14.06579949 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
11. | 010.001- 20- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.000.100
14.06579951 01- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
12. | 010.001- 07- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.507.100
14.06579976 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
13. | 010.001- 19- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.009.500
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14.06579986 02- -016.000 Inpora
2014 Bersama
14. | 010.001- 22- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.250.000
14.06579989 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
15. | 010.001- 24- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.403.400
14.06579991 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
16. | 10901139447254 | 02- 03.259.327.9 | PT.Milka | 59.976.400
3 07- -016.000 Indah
2013 Persada
17. | 10901139447255 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 56.357.902
6 07- -016.000 Indah
2013 Persada
18. | 10901139447259 | 21- 03.259.327.9 | PT.Milka | 38.865.400
4 08- -016.000 Indah
2013 Persada
19. | 10901139447259 | 23- 03.259.327.9 | PT.Milka | 37.990.600
8 08- -016.000 Indah
2013 Persada
20. | 10901139447260 | 19- 03.259.327.9 | PT.Milka | 25.059.000
8 09- -016.000 Indah
2013 Persada
21. | 10902139423797 | 01- 03.259.327.9 | PT.Milka | 38.865.400
0 11- -016.000 Indah
2013 Persada
22. | 10902139423797 | 15- 03.259.327.9 | PT.Milka | 33.985.400
9 11- -016.000 Indah
2013 Persada
23. | 10902139423798 | 02- 03.259.327.9 | PT.Milka | 22.741.000
5 12- -016.000 Indah
2013 Persada
24. | 10921394237991 | 09- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.757.950
12- -016.000 Indah
2013 Persada
25. | 10001142839045 | 10- 03.259.327.9 | PT.Milka | 22.257.950
3 03- -016.000 Indah
2014 Persada
26. | 10001142839049 | 03- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.816.000
8 03- -016.000 Indah
2014 Persada
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27. 1 10001142839050 | 07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.386.050

0 03- -016.000 Indah
2014 Persada

28. | 10001142839051 | O07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.821.800
2 04- -016.000 Indah
2014 Persada

29. | 10001142839051 | 10- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.487.250
5 04- -016.000 Indah
2014 Persada

30. | 10001142839051 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.067.950
9 04- -016.000 Indah
2014 Persada

31. | 10902139423798 | 04- 03.259.327.9 | PT.Milka | 26.046.050
7 12- -016.000 Indah
2013 Persada

Total 945.837.75

2

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ikhsan
Haras selaku karyawan freelance dari PT. Pas Aditama, selanjutnya faktur
Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan
kedalam SPT masa PPN dari PT. Pas Aditama dengan maksud mengurangi
kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang
akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada, PT. Milka
Indah Persada, dan PT. Panca Inpora Bersama dan selanjutnya dijual
kepada PT. Pas Aditama untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun
2013 dan 2014 dari PT. Pas Aditama, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 - tahun 2014
sebesar Rp 945.837.752 ( Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu ujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yaitu
sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak
yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan
pengguna ;

»  Terdakwa pada tahun 2014 menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Bitop

Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari melalui saksi Nur Syahbana Als

Halaman 5 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cacay selaku karyawan freelance kedua perusahaan tersebut dan Terdakwa
menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka
Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar 50% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No PPN
Nomor Tol NPWP Nama
1. | 010.001- 05- 66.209.153.7 | PT.Karya | 29.645.000
14.23892195 05- -016.000 Inti
2014 Persada
2. | 010.001- 08- 66.209.153.7 | PT.Karya | 33.687.500
14.23892195 05- -016.000 Inti
2014 Persada
3. |1010001142839048 | 07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 14.140.000
1 02- -016.000 Indah
2014 Persada
4. |010001142839048 | 11- 03.259.327.9 | PT.Milka | 12.600.000
4 02- -016.000 Indah
2014 Persada
5. 1010001142839048 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 16.968.000
7 02- -016.000 Indah
2014 Persada
6. | 010001142839049 | 22- 03.259.327.9 | PT.Milka | 16.292.000
0 02- -016.000 Indah
2014 Persada
Jumliah 123.332.50
0

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance dari PT. Bitop Jaya Abadi
dan PT. Bitop Jaya Lestari, selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan ke dalam SPT masa PPN dari
PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari dengan maksud
mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas
Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka
Indah Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Bitop Jaya Abadi dan PT.
Bitop Jaya Lestari untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014
dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 123.332.500,-

( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
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atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan
pengguna.

» Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Thaha
Engenering group, melalui saksi Agus Setiawan selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT.
Panca Inpora Bersama dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang

dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit

No PPN
Nomor Tal NPWP Nama

1. | 010.001- 03-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 40.375.000
14.06579972 2014 -016.000 Inpora
Bersama

2. | 010.001- 06-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 39.475.000
14.06579974 2014 -016.000 Inpora
Bersama

3. | 010.001- 07-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 37.775.000
14.06579975 2014 -016.000 |npora
Bersama

4. | 010.001- 10-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 42.334.730
14.06579979 2014 -016.000 |np0ra
Bersama

5. | 010.001- 11-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 24.050.000
14.06579980 2014 -016.000 Inpora
Bersama

6. | 010.001- 15-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 35.084.864
14.06579983 2014 -016.000 Inpora
Bersama

7. | 010.001- 17-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 36.950.000
14.06579984 2014 -016.000 Inpora
Bersama

8. | 010.001- 18-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 36.875.000
14.06579985 2014 -016.000 Inpora
Bersama

9. | 010.001- 21-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 38.375.000
14.06579988 2014 -016.000 Inpora
Bersama
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10. | 010.001- 24-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 28.525.000
14.06579990 2014 -016.000 Inpora
Bersama
11. | 010.001- 06-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 27.100.000
14.06579957 2014 -016.000 Inpora
Bersama
12. | 010.001- 07-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 32.475.000
14.06579958 2014 -016.000 Inpora
Bersama
13. | 010.001- 09-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 16.425.000
14.06579959 2014 -016.000 Inpora
Bersama
14. | 010.001- 11-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 37.100.000
14.06579960 2014 -016.000 Inpora
Bersama
15. | 010.001- 13-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca | 37.500.000
14.06579961 2014 -016.000 Inpora
Bersama
Total 510.419.59
4

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Agus
Setiawan selaku karyawan freelance dari PT. Thaha Engenering group,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Thaha Engenering
group dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus
disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan
selanjutnya dijual kepada PT. Thaha Engenering group untuk dikreditkan ke
dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Thaha Engenering group,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp
510.419.594 (Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu
Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual
belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

» Terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Handal Karya Abadi,
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melalui saksi Muhammad lkhwan selaku karyawan freelance perusahaan
tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar
25% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur

pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit

No PPN
Nomor Tgl NPWP Nama

1. | 010.001- 06-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

2. |010.001- 08-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

3. |010.001- 10-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

4. |010.001- 11-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

5. 1010.001- 14-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

6. | 010.001- 17-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 29.190.000
14.06579967 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

7. | 010.001- 20-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

8. |010.001- 20-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

9. |010.001- 25-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

10. | 010.001- 28-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 | 016.000 Inpora
Bersama

11. | 010001142839048 | 03-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 29.235.000
0 2014 | 016.000 Indah
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Persada

12. | 010001142839048 | 07-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 31.150.000
1 2014 | 016.000 Indah

Persada

13. | 010001142839048 | 10-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 30.810.000
3 2014 | 016.000 Indah

Persada

14. | 010001142839048 | 15-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 27.915.600
6 2014 | 016.000 Indah

Persada

15. | 010001142839048 | 18-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 30.425.000
38 2014 | 016.000 Indah

Persada

16. | 010001142839049 | 20-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 28.130.000
0 2014 | 016.000 Indah

Persada

17. | 010001142839049 | 24-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 31.140.000
2 2014 | 016.000 Indah

Persada

18. [ 010001142839049 | 25-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 29.365.000
3 2014 | 016.000 Indah

Persada

19. | 010001142839049 | 27-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 30.250.000
5 2014 | 016.000 Indah

Persada

20. | 010001142839049 | 28-02- | 03.259.327.9- PT.Milka | 31.580.000
7 2014 016.000 Indah

Persada

21. | 010001142839049 | 06-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 43.700.000
5 2014 | 016.000 Indah

Persada

22.|010001142839049 | 07-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.700.000
7 2014 | 016.000 Indah

Persada

23. | 010001142839049 | 13-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.300.000
9 2014 | 016.000 Indah

Persada

24. | 100011428390503 | 17-03- | 03.259.327.9- PT.Milka | 45.650.000
2014 016.000 Indah

Persada

34. | 100011428390505 | 20-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.675.000
2014 | 016.000
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Indah
Persada

25. 1 100011428390506 | 24-12- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 43.975.000
2014 | 016.000 Indah

Persada

26. | 100011428390516 | 11-04- | 03.259.327.9- PT.Milka | 42,050.000
2014 016.000 Indah
Persada

27. | 100011428390520 | 19-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 42.100.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

28. | 100011428390521 | 26-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 41.550.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

29. | 100011428390522 | 28-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 42.000.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

30. | 100011428390506 | 30-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 32.300.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

TOTAL 1.050.000.00
0

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi
Muhammad Ikhwan selaku karyawan freelance dari PT. Handal Karya Abadi,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN
dari PT. Handal Karya Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban PPN
kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan PT.
Milka Inti Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Handal Karya Abadi
untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Handal Karya
Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar
1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual

belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.
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» Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Angkasa
Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya
Inti Persada dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. | 010.001- 04-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 52.500.000
14.23892198 2014 -016.000 Inti
Persada
2. | 010.001- 09-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 55.120.000
14.23892199 2014 -016.000 Inti
Persada
3. | 010.001- 14-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 52.780.487
14.23892200 2014 -016.000 Inti
Persada
4. |010.001- 05-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 49.250.000
14.23892194 2014 -016.000 Inti
Persada
5. | 010.001- 09-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 47.500.000
14.23892195 2014 -016.000 Inti
Persada
6. | 010.001- 13-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 49.775.717
14.23892196 2014 -016.000 Inti
Persada
Jumliah 306.926.20
4

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nunik
selaku karyawan freelance dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Angkasa Cahaya
Selaras Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar
yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan
kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan

transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan selanjutnya
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dijual kepada PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp
306.926.204 (Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Dua Ratus Empat Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian
digunakan oleh perusahaan pengguna.

» Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan
tahun 2014 seluruhnya hingga sebesar Rp 2.936.516.050,- (dua milyar
Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima puluh
rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di
Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah
diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan
pengguna.

----------- Perbuatan terdakwa Aris Sudirman sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Aris Sudirman bersama-sama saksi Winarti selaku

Direktur PT. Bitop Jaya Abadi dan Direktur PT. Bitop Jaya Lestari, saksi Ir. M.

Hasyir Thaha selaku Direktur PT. Thaha Enginering group dan saksi Ir.

Parlindungan Putratama selaku Direktur PT. Pas Aditama, saksi Hendra

Kusviandy selaku Direktur PT. Handal Karya Abadi, dan saksi Suwarjita selaku

Direktur PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi, pada hari dan tanggal yang tidak

dapat ditentukan yang pasti pada masa pajak tahun 2013 sampai dengan tahun

2014, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, di JI. Anggur

V Nomor 81, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang

menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika antara beberapa

perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang
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ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

» Terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi Endi Rohaendi untuk
mendirikan 3 (tiga) perusahaan dan atas permintaan terdakwa tersebut
selanjutnya saksi Endi Rohaendi membuat 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. Panca Inpora Bersama, berdasarkan Akta Notaris No. 251 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Suhendar Lasmana, NPWP :
03.259.319.6-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 18 Oktober 2012;

2. PT. Karya Inti Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 23
Oktober 2013, dengan Direktur bernama Daman Saputra, NPWP :
66.209.153.7-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 5 Maret 2014;

3. PT. Milka Indah Persada, berdasarkan Akta Notaris No. 250 tanggal 25
September 2012, dengan Direktur bernama Gilang Aldi Permana, NPWP :
03.259.327.9-016.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal 23 Oktober 2012;

»  Saksi Endi Rohaendi setelah berhasil mendirikan ketiga perusahaan tersebut,
selanjutnya menyerahkan seluruh dokumen-dokumen perusahaan kepada
Terdakwa tetapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah beroperasi
melakukan usaha apapun dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk melakukan
penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan
PT. Milka Indah Persada;

» Terdakwa pada tahun 2013- 2014 menerima permintaan untuk membuat
faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari
PT. Pas Aditama, melalui saksi Ikhsan Haras selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT.
Panca Inpora Bersama, PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka Indah
Persada dengan kesepakatan harga sebesar 30% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit
No PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. |010.001- 09- 66.209.153.7 | PT. Karya | 45.603.100
14.23892199 05- -016.000 Inti
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2014 Persada
2. | 010.001- 15- 66.209.153.7 | PT. Karya | 36.523.450
14.23892201 05- -016.000 Inti
2014 Persada
3. | 010.001- 20- 66.209.153.7 | PT. Karya | 40.186.700
14.23892203 02- -016.000 Inti
2014 Persada
4. |010.001- 08- 66.209.153.7 | PT. Karya | 37.434.800
14.07408909 07- -016.000 Inti
2014 Persada
5. | 010.001- 11- 66.209.153.7 | PT. Karya | 37.017.600
14.07408911 07- -016.000 Inti
2014 Persada
6. | 010.001- 02- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.225.000
14.06579941 01- -016.000 Inpora
2014 Bersama
7. |010.001- 03- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.544.150
14.06579942 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
8. | 010.001- 06- 03.259.319.6 | PT.Panca | 21.100.000
14.06579943 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
9. | 010.001- 16- 03.259.319.6 | PT.Panca | 20.700.150
14.06579948 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
10. | 010.001- 17- 03.259.319.6 | PT.Panca | 20.850.600
14.06579949 01- |-016.000 Inpora
2014 Bersama
11. | 010.001- 20- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.000.100
14.06579951 01- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
12. | 010.001- 07- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.507.100
14.06579976 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
13. | 010.001- 19- 03.259.319.6 | PT.Panca | 23.009.500
14.06579986 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
14. | 010.001- 22- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.250.000
14.06579989 02- | -016.000 Inpora
2014 Bersama
15. | 010.001- 24- 03.259.319.6 | PT.Panca | 22.403.400
14.06579991 02- | -016.000 Inpora
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2014 Bersama
16. | 10901139447254 | 02- 03.259.327.9 | PT.Milka | 59.976.400
3 07- -016.000 Indah
2013 Persada
17. | 10901139447255 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 56.357.902
6 07- -016.000 Indah
2013 Persada
18. | 10901139447259 | 21- 03.259.327.9 | PT.Milka | 38.865.400
4 08- -016.000 Indah
2013 Persada
19. | 10901139447259 | 23- 03.259.327.9 | PT.Milka | 37.990.600
8 08- -016.000 Indah
2013 Persada
20. | 10901139447260 | 19- 03.259.327.9 | PT.Milka | 25.059.000
8 09- -016.000 Indah
2013 Persada
21. | 10902139423797 | 01- 03.259.327.9 | PT.Milka | 38.865.400
0 11- -016.000 Indah
2013 Persada
22. 110902139423797 | 15- 03.259.327.9 | PT.Milka | 33.985.400
9 11- -016.000 Indah
2013 Persada
23. | 10902139423798 | 02- 03.259.327.9 | PT.Milka | 22.741.000
5 12- -016.000 Indah
2013 Persada
24. | 10921394237991 | 09- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.757.950
12- -016.000 Indah
2013 Persada
25. | 10001142839045 | 10- 03.259.327.9 | PT.Milka | 22.257.950
3 03- -016.000 Indah
2014 Persada
26. | 10001142839049 | 03- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.816.000
8 03- -016.000 Indah
2014 Persada
27. | 10001142839050 | 07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 24.386.050
0 03- -016.000 Indah
2014 Persada
28. | 10001142839051 | 07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.821.800
2 04- -016.000 Indah
2014 Persada

29. | 10001142839051 | 10- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.487.250
04- -016.000
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5 2014 Indah
Persada

30. | 10001142839051 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 30.067.950

9 04- -016.000 Indah
2014 Persada

31. | 10902139423798 | 04- 03.259.327.9 | PT.Milka | 26.046.050
7 12- -016.000 Indah
2013 Persada

Total 945.837.75

2

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Ikhsan
Haras selaku karyawan freelance dari PT. Pas Aditama, selanjutnya faktur
Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan
kedalam SPT masa PPN dari PT. Pas Aditama dengan maksud mengurangi
kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang
akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada, PT. Milka
Indah Persada, dan PT. Panca Inpora Bersama dan selanjutnya dijual
kepada PT. Pas Aditama untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun
2013 dan 2014 dari PT. Pas Aditama, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 - tahun 2014
sebesar Rp 945.837.752 ( Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu ujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yaitu
sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak
yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan
pengguna ;

»  Terdakwa pada tahun 2014 menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Bitop
Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari melalui saksi Nur Syahbana Als
Cacay selaku karyawan freelance kedua perusahaan tersebut dan Terdakwa
menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka
Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar 50% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh
Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

| | Faktur Pajak | Penerbit | |
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No PPN
Nomor Tyl NPWP Nama
1. | 010.001- 05- 66.209.153.7 | PT.Karya | 29.645.000
14.23892195 05- -016.000 Inti
2014 Persada
2. |010.001- 08- 66.209.153.7 | PT.Karya | 33.687.500
14.23892195 05- -016.000 Inti
2014 Persada
3. |010001142839048 | 07- 03.259.327.9 | PT.Milka | 14.140.000
1 02- -016.000 Indah
2014 Persada
4, 1010001142839048 | 11- 03.259.327.9 | PT.Milka | 12.600.000
4 02- -016.000 Indah
2014 Persada
5. 1010001142839048 | 17- 03.259.327.9 | PT.Milka | 16.968.000
7 02- -016.000 Indah
2014 Persada
6. |010001142839049 | 22- 03.259.327.9 | PT.Milka | 16.292.000
0 02- -016.000 Indah
2014 Persada
Jumlah 123.332.50
0

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nur
Syahbana Als Cacay selaku karyawan freelance dari PT. Bitop Jaya Abadi
dan PT. Bitop Jaya Lestari, selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan ke dalam SPT masa PPN dari
PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari dengan maksud
mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas
Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan PT. Milka
Indah Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Bitop Jaya Abadi dan PT.
Bitop Jaya Lestari untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014
dari PT. Bitop Jaya Abadi dan PT. Bitop Jaya Lestari, sehingga
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp 123.332.500,-
( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur
Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan
pengguna.

» Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Thaha
Engenering group, melalui saksi Agus Setiawan selaku karyawan freelance

perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
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pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT.
Panca Inpora Bersama dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang

dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

Faktur Pajak Penerbit

No PPN
Nomor Tal NPWP Nama

1. | 010.001- 03-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 40.375.000
14.06579972 2014 -016.000 Inpora
Bersama

2. |010.001- 06-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 39.475.000
14.06579974 2014 -016.000 Inpora
Bersama

3. | 010.001- 07-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 37.775.000
14.06579975 2014 -016.000 Inpora
Bersama

4. |010.001- 10-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 42.334.730
14.06579979 2014 -016.000 Inpora
Bersama

5. | 010.001- 11-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 24.050.000
14.06579980 2014 -016.000 Inpora
Bersama

6. | 010.001- 15-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 35.084.864
14.06579983 2014 -016.000 Inpora
Bersama

7. | 010.001- 17-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 36.950.000
14.06579984 2014 -016.000 Inpora
Bersama

8. | 010.001- 18-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 36.875.000
14.06579985 2014 | -016.000 Inpora
Bersama

9. |010.001- 21-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 38.375.000
14.06579988 2014 -016.000 Inpora
Bersama

10. | 010.001- 24-02- | 03.259.319.6 | PT.Panca 28.525.000
14.06579990 2014 | -016.000 Inpora
Bersama

11. | 010.001- 06-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 27.100.000
14.06579957 2014 | -016.000 Inpora
Bersama

12. | 010.001- 07-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 32.475.000
14.06579958 2014 | -016.000 Inpora
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Bersama

13. | 010.001- 09-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca 16.425.000
14.06579959 2014 | -016.000 Inpora
Bersama

14. | 010.001- 11-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca | 37.100.000
14.06579960 2014 | -016.000 Inpora
Bersama

15. | 010.001- 13-01- | 03.259.319.6 | PT.Panca | 37.500.000
14.06579961 2014 -016.000 Inpora
Bersama

Total 510.419.59

4

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Agus
Setiawan selaku karyawan freelance dari PT. Thaha Engenering group,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Thaha Engenering
group dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar yang harus
disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan
selanjutnya dijual kepada PT. Thaha Engenering group untuk dikreditkan ke
dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Thaha Engenering group,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp
510.419.594 (Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu
Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual
belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

» Terdakwa menerima permintaan untuk membuat faktur pajak masukan yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Handal Karya Abadi,
melalui saksi selaku karyawan Muhammad l|khwan freelance perusahaan
tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora
Bersama dan PT. Milka Indah Persada dengan kesepakatan harga sebesar
25% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur
pajak yang dibuat oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

| | Faktur Pajak | Penerbit | |
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No PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. | 010.001- 06-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 32.960.000
14.06579962 2014 016.000 |np0ra
Bersama
2. |010.001- 08-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 31.175.000
14.06579963 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
3. |010.001- 10-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 29.915.000
14.06579964 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
4. |010.001- 11-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 31.260.000
14.06579965 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
5. 1010.001- 14-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 30.680.000
14.06579966 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
6. | 010.001- 17-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 29.190.000
14.06579967 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
7. | 010.001- 20-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 30.220.000
14.06579968 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
8. |010.001- 20-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 22.700.000
14.06579969 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
9. |010.001- 25-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 21.250.000
14.06579970 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
10. | 010.001- 28-01- | 03.259.319.6- | PT.Panca | 20.650.000
14.06579971 2014 | 016.000 Inpora
Bersama
11. | 010001142839048 | 03-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 29.235.000
0 2014 | 016.000 Indah
Persada
12. | 010001142839048 | 07-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 31.150.000
1 2014 | 016.000 Indah
Persada
13. | 010001142839048 | 10-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 30.810.000
3 2014 | 016.000 Indah
Persada
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14. | 010001142839048 | 15-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 27.915.600
6 2014 | 016.000 Indah

Persada

15. | 010001142839048 | 18-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 30.425.000
8 2014 | 016.000 Indah

Persada

16. | 010001142839049 | 20-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 28.130.000
0 2014 | 016.000 Indah

Persada

17. [ 010001142839049 | 24-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 31.140.000
2 2014 | 016.000 Indah

Persada

18. | 010001142839049 | 25-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 29.365.000
3 2014 | 016.000 Indah

Persada

19. | 010001142839049 | 27-02- | 03.259.327.9- PT.Milka | 30.250.000
5 2014 016.000 Indah

Persada

20. | 010001142839049 | 28-02- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 31.580.000
7 2014 | 016.000 Indah

Persada

21. | 010001142839049 | 06-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 43.700.000
5 2014 | 016.000 Indah

Persada

22. | 010001142839049 | 07-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.700.000
7 2014 | 016.000 Indah

Persada

23. 1 010001142839049 | 13-03- | 03.259.327.9- PT.Milka | 45.300.000
9 2014 016.000 Indah

Persada

24. |1 100011428390503 | 17-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.650.000
2014 | 016.000 Indah

Persada

34. | 100011428390505 | 20-03- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 45.675.000
2014 | 016.000 Indah

Persada

25. | 100011428390506 | 24-12- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 43.975.000
2014 | 016.000 Indah

Persada

26. | 100011428390516 | 11-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 42,050.000
2014 | 016.000 Indah
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Persada

27. | 100011428390520 | 19-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 42.100.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

28. | 100011428390521 | 26-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 41.550.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

29. | 100011428390522 | 28-04- | 03.259.327.9- | PT.Milka | 42.000.000
2014 | 016.000 Indah
Persada

30. | 100011428390506 | 30-04- | 03.259.327.9- PT.Milka | 32.300.000
2014 016.000 Indah
Persada

TOTAL 1.050.000.00
0

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi
Muhammad lkhwan selaku karyawan freelance dari PT. Handal Karya Abadi,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN
dari PT. Handal Karya Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban PPN
kurang bayar yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Panca Inpora Bersama dan PT.
Milka Inti Persada dan selanjutnya dijual kepada PT. Handal Karya Abadi
untuk dikreditkan ke dalam SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Handal Karya
Abadi, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar
1.050.000.000 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual
belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan pengguna.

» Terdakwa selanjutnya menerima permintaan untuk membuat faktur pajak
masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari PT. Angkasa
Cahaya Selaras Abadi, melalui saksi Nunik selaku karyawan freelance
perusahaan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya untuk membuat faktur
pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya
Inti Persada dengan kesepakatan harga sebesar 20% dari nilai Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh

Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :
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=
Faktur Pajak Penerbit
No PPN
Nomor Tgl NPWP Nama
1. | 010.001- 04-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 52.500.000
14.23892198 2014 -016.000 Inti
Persada
2. | 010.001- 09-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 55.120.000
14.23892199 2014 -016.000 Inti
Persada
3. 010.001- 14-04- | 66.209.153.7 | PT.Karya 52.780.487
14.23892200 2014 -016.000 Inti
Persada
4. | 010.001- 05-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 49.250.000
14.23892194 2014 -016.000 Inti
Persada
5. |010.001- 09-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 47.500.000
14.23892195 2014 -016.000 Inti
Persada
6. | 010.001- 13-05- | 66.209.153.7 | PT.Karya 49.775.717
14.23892196 2014 -016.000 Inti
Persada
Jumlah 306.926.20
4

» Setelah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut selesai dibuat oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Nunik
selaku karyawan freelance dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
selanjutnya faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
tersebut dikreditkan kedalam SPT masa PPN dari PT. Angkasa Cahaya
Selaras Abadi dengan maksud mengurangi kewajiban PPN kurang bayar
yang harus disetorkan kepada kas Negara yang akhirnya menimbulkan
kerugian pada pendapatan Negara ;

»  Akibat perbuatan Terdakwa menerbitkan faktur Pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya atas nama PT. Karya Inti Persada dan selanjutnya
dijual kepada PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi untuk dikreditkan ke dalam
SPT masa PPN tahun 2014 dari PT. Angkasa Cahaya Selaras Abadi,
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp
306.926.204 (Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Dua Ratus Empat Rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang tercantum di Faktur Pajak yang telah diperjual belikan yang kemudian

digunakan oleh perusahaan pengguna.
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» Akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada
pendapatan Negara dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan
tahun 2014 seluruhnya hingga sebesar Rp 2.936.516.050,- (dua milyar
Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima puluh
rupiah) atau sejumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum di
Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah
diperjual belikan yang kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan
pengguna.

——————————— Perbuatan terdakwa Aris Sudirman sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana secara berlanjut
dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang
tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS SUDIRMAN selama
3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar 2 x Rp. 2.936.516.050,- = Rp.
5.873.032.100.- (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh dua
ribu lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling
lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi
hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

o Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam

daftar barang bukti diatas pada nomor no urut 01 s/d nomor urut 504 ;

Halaman 25 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak,
JI.LAnggur V No. 81 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas,
pada tanggal 16 September 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah

menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sudirman terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja “Turut serta melakukan
menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak,
bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana
dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah 2 x Rp. 2.936.516.050,00 =
Rp. 5.873.032.100,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh
dua ribu seratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling
lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka
Terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda selama 6 (enam) bulan

kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.  Menetapkan barang bukti berupa:

Nama Barang Bukti Disita dari
1. Fotokopi SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 | Winarti

atas nama PT BITOP JAYA ABADI

2. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa | Winarti
Mei 2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI

3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa | Winarti
Mei 2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI

4, Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 3 Masa | Winarti
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Mei 2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI

5. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan 4 Masa | Winarti
Mei 2014 atas nama PT BITOP JAYA ABADI

6. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan
JAYA ABADI

7. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

8. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan
JAYA ABADI

9. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
ABADI

10. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

11. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
ABADI

12. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M

Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

13. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) | Ade M
Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

14. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
ABADI

15. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

16. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) | Ade M
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
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BITOP JAYA ABADI

17. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-3) | Ade M
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

18. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-4) | Ade M
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

19. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
ABADI

20. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

21. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli | Ade M
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Setiawan
ABADI

22. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

23. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan
JAYA ABADI

24, Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
September 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

25. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Setiawan
JAYA ABADI

26. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
Masa Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

27. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Nopember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

28. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Ade M
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Masa Nopember 2014 dari SI DJP atas nama | Setiawan
PT BITOP JAYA ABADI

29. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Ade M
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Setiawan
BITOP JAYA ABADI

30. Print Out Profil PT BITOP JAYA ABADI Ade M

Setiawan

31. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Kubes
JAYA LESTARI

32. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Kubes
JAYA LESTARI

33. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Maret | Muamar
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes
LESTARI

34. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Muamar
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

35. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa April | Muamar
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes
LESTARI

36. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Mei | Muamar
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes
LESTARI

37. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Muamar
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

38. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-2) | Muamar
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

39. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juni | Muamar
2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes
LESTARI

40. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa Juli | Muamar
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2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP JAYA | Kubes
LESTARI

41. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Muamar
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

42. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT BITOP | Kubes
JAYA LESTARI

43. Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Muamar
Masa Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

44, Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
September 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI

45, Print Out SPT Masa PPN (Pembetulan ke-1) | Muamar
Masa September 2014 dari SI DJP atas nama | Kubes
PT BITOP JAYA LESTARI

46. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Oktober 2014 dari S| DJP atas nama PT BITOP | Kubes
JAYA LESTARI
47. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Nopember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI
48. Print Out SPT Masa PPN (Normal) Masa | Muamar
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Kubes
BITOP JAYA LESTARI
49. Profil PT BITOP JAYA LESTARI Muamar
Kubes
50. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
51. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
52. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi

Halaman 30 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Masa Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
53. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
54. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop
55. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
56. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Anggiat Asi
Masa Februari 2013 dari S| DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
57. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Anggiat Asi
Masa Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
58. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
59. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
60. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
61. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Anggiat Asi
Masa Maret 2013 dari S| DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
62. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
63. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa April 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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64. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa April 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
65. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
66. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
67. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
68. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
69. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
70. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas hama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
71. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
72. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Juli2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
73. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Anggiat Asi
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
74. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Agustus 2013 dari SI DJP atas nhama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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75. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Agustus 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
76. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
77. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa September 2013 dari SI DJP atas nama Martua
PT Pas Perkasa Togatorop
78. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa September 2013 dari SI DJP atas nama Martua
PT Pas Perkasa Togatorop
79. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Anggiat Asi
Masa September 2013 dari SI DJP atas nama Martua
PT Pas Perkasa Togatorop
80. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
Oktober2 013 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
81. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Oktober 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
82. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Oktober 2013 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
83. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
84. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa November 2013 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop
85. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa November 2013 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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86. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
87. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop
88. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop
89. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
90. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Januari 2014 dari S| DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
91. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
92. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
93. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
94, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
95. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop
96. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
97. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Togatorop
98. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa April 2014 dari SI DJP atas hama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
99. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
100. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
101. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
102. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
103. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
104. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 | Anggiat Asi
dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
105. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Juli 2014 dari S| DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
106. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop
107. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua
Togatorop
108. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop
109. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Anggiat Asi

Halaman 35 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Masa Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop

110. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop

111. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa September 2014 dari SI DJP atas nama Martua
PT Pas Perkasa Togatorop

112. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Anggiat Asi
2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Perkasa Martua

Togatorop

113. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa Oktober 2014 dari S| DJP atas nama PT Martua
Pas Perkasa Togatorop

114. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Martua
Perkasa Togatorop

115. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Anggiat Asi
Masa November 2014 dari SI DJP atas nama PT | Martua
Pas Perkasa Togatorop

116. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Anggiat Asi
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Pas | Martua
Perkasa Togatorop

117. SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama

118. SPT Masa PPN7 Pembetulan Ke-1 Masa | Irmawati
September 2013 atas nama PT Omah Arta
Pratama

119. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dari | Irmawati
SI DJP atas nama PT Omah Arta Pratama

120. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Oktober | Irmawati
2013 atas nama PT Omah Arta Pratama

121. SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama

122. SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 | Irmawati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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atas nama PT Omah Arta Pratama

123. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa | Irmawati
Desember 2013 atas nama PT Omah Arta
Pratama

124. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 | Irmawati

Masa Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT

Omah Arta Pratama

125. SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

126. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Januari | Irmawati

2014 atas nama PT Omah Arta Pratama

127. SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2014 | Irmawati

atas nama PT Omah Arta Pratama

128. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Februari | Irmawati
2014 atas nama PT Omah Arta Pratama

129. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Februari | Irmawati

2014 atas nama PT Omah Arta Pratama

130. SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

131. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Masa Maret | Irmawati
2014 atas nama PT Omah Arta Pratama

132. SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Masa Maret | Irmawati

2014 atas nama PT Omah Arta Pratama

133. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April | Irmawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Omah Arta
Pratama

134. SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

135. SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

136. SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

137. SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

138. SPT Masa PPN Normal Masa September 2014 | Irmawati

Halaman 37 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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atas nama PT Omah Arta Pratama

139. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2014 atas | Irmawati

nama PT Omah Arta Pratama

140. SPT Masa PPN Normal Masa November 2014 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama

141. SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2014 | Irmawati
atas nama PT Omah Arta Pratama

142. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP- | Irmawati
060/WPJ.30/KP.0209/2020 tanggal 21
September 2020
143. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari Akmal
2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung
144, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
145. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Januari 2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
146. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Februari2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
147. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
148. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Februari 2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
149. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
150. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
151. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal

Halaman 38 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Masa Maret2013 dari S| DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

152. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Akmal
Masa Maret2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

153. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
April2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

154. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa April2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

155. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2013 Akmal
dari S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

156. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Mei2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

157. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Mei2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

158. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

159. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Juni2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

160. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Juni2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

161. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2013 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

162. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Agustus2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

Halaman 39 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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163. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Agustus2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
164. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Agustus2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
165. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
September2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
166. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal

Masa September2013 dari S| DJP atas nama PT Bachtiar

Pas Aditama Marpaung
167. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa September2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
168. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Oktober2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
169. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Oktober2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
170. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
November2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
171. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa November2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
172. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa November2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
173. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal

Desember2013 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar

Aditama Marpaung

Halaman 40 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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174. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Desember2013 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
175. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Januari2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
176. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Januari2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
177. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Februari2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
178. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Februari2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
179. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
180. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
181. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
182. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Akmal
Masa Maret2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
183. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
April2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
184. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa April2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

Halaman 41 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41
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185. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa April2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

186. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

187. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

188. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

189. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Akmal
Masa Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

190. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Akmal
Masa Mei2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

191. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni2014 Akmal
dari SI DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

192. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Juni2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

193. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Juni2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

194. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli2014 Akmal
dari S| DJP atas nama PT Pas Aditama Bachtiar
Marpaung

195. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Juli2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung

Halaman 42 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42
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196. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa Juli2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
197. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Agustus2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
198. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Agustus2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
199. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
September2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
200. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa September2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
201. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Akmal
Masa September2014 dari S| DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
202. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
Oktober2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
203. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa Oktober2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
204. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal
November2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar
Aditama Marpaung
205. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Akmal
Masa November2014 dari SI DJP atas nama PT Bachtiar
Pas Aditama Marpaung
206. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Akmal

Desember2014 dari SI DJP atas nama PT Pas Bachtiar

Aditama Marpaung

Halaman 43 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama

208. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Eriek
2013 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

209. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto
Plammeka Teknik Utama

210. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Eriek
2013 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

211. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto
Plammeka Teknik Utama

212. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto
Plammeka Teknik Utama

213. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

214. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

215. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

216. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

217. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Halaman 44
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218. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

219. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 | Eriek
dari SI DJP atas nama PT Plammeka Teknik Triwijayanto
Utama

220. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto

Teknik Utama

221. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto

Plammeka Teknik Utama

222. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Eriek
2014 dari SI DJP atas nama PT Plammeka Triwijayanto
Teknik Utama

223. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto
Plammeka Teknik Utama

224. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Eriek
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Triwijayanto
Plammeka Teknik Utama

225. Profil atas nama PT Plammeka Teknik Utama Eriek
Triwijayanto

226. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

227. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

228. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

229. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

Halaman 45 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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230. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

231. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Maret 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

232. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

233. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa April 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

234. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa April 2013 dari SI DJP atas hama PT Palupi
Bintang Sewu Sejahtera

235. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

236. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

237. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

238. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

239. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

240. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

Halaman 46 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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241. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

242. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

243. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

244, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-5 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

245, Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-6 Indriana
Masa Juni 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi
Bintang Sewu Sejahtera

246. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

247. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

248. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

249. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

250. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-4 Indriana
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

251. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

Halaman 47 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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252. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Agustus 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

253. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
September 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

254. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa September 2013 dari SI DJP atas nama Palupi
PT Bintang Sewu Sejahtera

255. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Indriana
2013 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

256. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Oktober 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

257. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

258. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

259. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Desember 2013 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

260. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

261. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

262. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera
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263. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

264. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

265. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

266. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

267. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

268. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

269. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

270. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

271. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

272. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

273. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera
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274. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

275. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Indriana
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

276. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

277. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

278. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 Indriana
dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

279. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

280. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

281. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

282. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa September 2014 dari SI DJP atas nama Palupi
PT Bintang Sewu Sejahtera

283. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober Indriana
2014 dari SI DJP atas nama PT Bintang Sewu Palupi
Sejahtera

284. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Oktober 2014 dari SI DJP atas nhama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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285. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Indriana
Masa Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

286. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

287. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Indriana
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

288. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Indriana
Masa Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Palupi

Bintang Sewu Sejahtera

289. Print Out Profil PT Bintang Sewu Sejahtera Indriana
Palupi
290. Fotocopy Akta Pendirian PT PANCA INPORA Alkhayatun

BERSAMA Nomor 251 tanggal 25 September Widiastuti
2012 notaris Netty Maria Machdar, SH

291. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Alkhayatun
PEM-05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Widiastuti
Oktober 2012

292. Fotocopy Surat Kuasa dari suhendar lesmana Alkhayatun

kepada endi rohaendi untuk mengurus NPWP Widiastuti

dan SKT
293. Fotocopy Formulir permohonan pendaftaran Alkhayatun
wajib pajak Widiastuti
294. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan | Alkhayatun
nomor 1587/1.824.1/X/2012 Widiastuti
295. Fotocopy NPWP nomor 36.178.331.9-403.000 Alkhayatun

atas nama SUHENDAR LASMANA; fotocopy Widiastuti
KTP atas nama SUHENDAR
LASMANA;Fotocopy KTP atas nama DENNY

SAPUTRA

296. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Alkhayatun
Pajak PT PANCA INPORA BERSAMA tanggal 18 | Widiastuti
Oktober 2012
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297. Fotocopy Permohonan Pengukuhan Pengusaha | Alkhayatun
Kena Pajak Widiastuti

298. Fotocopy Tanda terima sementara pendaftaran Alkhayatun
PKP PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

299. Fotocopy Surat Kuasa dari Suhendar Lesmana | Alkhayatun
kepada Endi Rohaendi untuk mengurus Widiastuti
pembuatan Nomor Pengusaha Kena Pajak

300. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Alkhayatun
PEM-05080/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 11 Widiastuti
Oktober 2012 dan NPWP 03.259.319.6-016.000
atas nama PT Panca Inpora Bersama

301. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan atas nama Alkhayatun
PT Panca Inpora Bersama nomor TDP Widiastuti
09.03.1.46.52292 tanggal 17 Oktober 2012 atas
nama PT Panca Inpora Bersama

302. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Alkhayatun
Menengah (SIUP) atas nama PT PANCA Widiastuti
INPORA BERSAMA nomor 06350-
04/PM/P/1.824.271

303. Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Kena | Alkhayatun
Pajak nomor S-19CBT/WPJ.04/KP.0903/2015 Widiastuti
tanggal 13 Juli 2015

304. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka | Alkhayatun
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Widiastuti
Pajak secara Jabatan nomor LAP-
08/WPJ.04/KP.0909/2015

305. Fotocopy LAP-02/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal | Alkhayatun
09 Juni 2014 Widiastuti

306. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- Alkhayatun
1023/WPJ.04/KP.09/2014 Widiastuti

307. Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal | Alkhayatun
20 Juni 2014 Widiastuti

308. Fotocopy Surat Tugas Nomor ST- Alkhayatun
1104/WPJ.04/KP.09/2014 Widiastuti

309. Print Out dari SI DJP Profil PT Panca Inpora Alkhayatun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bersama Widiastuti
310. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan PT KARYA | Alkhayatun
INTI PERSADA Widiastuti
311. Fotokopi formulir permohonan Pengusaha Kena | Alkhayatun
Pajak (PKP) PT KARYA INTI PERSADA Widiastuti
312. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Alkhayatun
Pajak (PKP) nomor PEM- Widiastuti
00405/WPJ.04/KP.00903/2014 tanggal 05 Maret
2014
313. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor S- Alkhayatun
381R/WPJ.04/KP.0903/2014 tanggal 30 Januari | Widiastuti
2014
314. Fotokopi NPWP 66.209.153.7-016.000 atas Alkhayatun
nama PT KARYA INTI PERSADA Widiastuti
315. Fotokopi Formulir Permohonan Pendaftaran Alkhayatun
Wajib Pajak PT KARYA INTI PERSADA Widiastuti
316. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan | Alkhayatun
nomor 151/1.824.511/X11/2013 Widiastuti
317. Fotokopi SIUP Menengah nomor 12574- Alkhayatun
04/PM/1.824.271 Widiastuti
318. Fotokopi KTP atas nama DAMAN SAPUTRA NIK | Alkhayatun
3201011903700008 Widiastuti
319. Fotokopi KTP atas nama IWAN LASTIAN NIK Alkhayatun
3603340705690023 Widiastuti
320. Fotokopi NPWP 36.445.269.8-403.000 atas Alkhayatun
nama DAMAN SAPUTRA Widiastuti
321. Fotokopi NPWP 54.439.756.5-411.000 atas Alkhayatun
nama IWAN LASTIAN Widiastuti
322. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Dalam rangka | Alkhayatun
pengukuran Pengusaha Kena Pajak Widiastuti
Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor
LAP-077/WPJ.04/KP.0903/2013
323. Bukti Penerimaan Surat Permohonan Alkhayatun
Pendaftaran Wajib Pajak PT Karya Inti Persada | Widiastuti
324. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor Alkhayatun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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LAP-117/WPJ.30/KP.08/2018 tanggal 8 Widiastuti
November 2018

325. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Visit Nomor Alkhayatun
LAP-125/WPJ.30/KP.0806/2018 tanggal 20 Widiastuti
Desember 2018

326. Fotocopy Surat Pencabutan Pengukuhan Alkhayatun
Pengusaha Kena Pajak Nomor S- Widiastuti
18CBT/WPJ.04/KP.0903/2015

327. Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam rangka | Alkhayatun
pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak | Widiastuti
secara jabatan nomor LAP-
07/WPJ.04/KP.0909/2015 tanggal 9 Juli 2015

328. Fotocopy LAP-03/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal | Alkhayatun
20 Juni 2014 Widiastuti

329. Fotocopy LAP-01/WPJ.04/KP.0909/2014 tanggal | Alkhayatun
09 Juni 2014 Widiastuti

330. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP | Alkhayatun
09.04.1.46.78259 atas nama PT MILKA INDAH Widiastuti
PERSADA

331. Fotocopy Permohonan pengukuhan pengusaha | Alkhayatun
kena pajak Widiastuti

332. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Alkhayatun
Pajak nomor PEM-05264/WPJ.04/KP.0903/2012 | Widiastuti

333. Fotocopy KTP Gilang Aldi Permana, NPWP Alkhayatun
35.744.697.0-403.000 atas nama Gilang Aldi Widiastuti
Permana, Fotocopy KTP Usep Permana

334. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor Alkhayatun
PEM-05153/WPJ.04/KP.0903/2012 Widiastuti

335. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | Alkhayatun
Menengah Nomor08026-04/PM/1.824.271 atas | Widiastuti
nama PT Mllka Indah Persada

336. Fotocopy Surat Keterangan Domisili perusahaan | Alkhayatun
Nomor 1586/1.824.1/X/2012 Widiastuti

337. Fotocopy Surat Kuasa dari Gilang Aldi Permana | Alkhayatun
ke Endi Rohaendi Widiastuti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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338. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT MILKA | Alkhayatun
INDAH PERSADA Nomor 250 tanggal 25 Widiastuti
September 2012

339. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari Alkhayatun
2015Normaldari SI DJP Atas nama PT Semiotica | Widiastuti
Indonesia

340. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

341. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

342. Print Out SPT Masa PPN Masa Februari 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1d ari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

343. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

344. Print Out SPT Masa PPN Masa Maret 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

345. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

346. Print Out SPT Masa PPN Masa April 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

347. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

348. Print Out SPT Masa PPN Masa Mei 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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349. Print Out SPT Masa PPN Masa Juni 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

350. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Normal | Alkhayatun
dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Indonesia Widiastuti

351. Print Out SPT Masa PPN Masa Juli 2015 Alkhayatun
Pembetulan Ke-1 dari SI DJP Atas nama PT Widiastuti
Semiotica Indonesia

352. Print Out SPT Masa PPN Masa Agustus 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

353. Print Out SPT Masa PPN Masa September 2015 | Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

354. Print Out SPT Masa PPN Masa Oktober 2015 Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

355. Print Out SPT Masa PPN Masa November 2015 | Alkhayatun
Normal dari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

356. Print Out SPT Masa PPN Masa Desember 2015 | Alkhayatun
Normaldari SI DJP Atas nama PT Semiotica Widiastuti
Indonesia

357. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

358. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Panca Inpora Bersama

359. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

360. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Panca Inpora Bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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361. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

362. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

363. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

364. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

365. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 Alkhayatun
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT Panca | Widiastuti
Inpora Bersama

366. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

367. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Panca Inpora Bersama

368. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Panca Inpora Widiastuti
Bersama

369. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
November 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Panca Inpora Bersama

370. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
Desember 2014 dari SI DJP atas hama PT Widiastuti
Panca Inpora Bersama

371. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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372. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

373. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

374. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya | Widiastuti
Inti Persada

375. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

376. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nhama PT Karya Inti Persada Widiastuti

377. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT Karya | Widiastuti
Inti Persada

378. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

379. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Agustus 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

380. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
September 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

381. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa September 2014 dari SI DJP atas nama Widiastuti
PT Karya Inti Persada

382. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

383. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Oktober 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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384. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
November 2014 dari SI DJP atas hama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

385. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa November 2014 dari SI DJP atas nama PT | Widiastuti
Karya Inti Persada

386. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

387. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Widiastuti
Karya Inti Persada

388. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

389. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

390. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

391. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

392. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa April 2015 dari SI DJP atas nama PT Widiastuti
Karya Inti Persada

393. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

394. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Mei 2015 dari SI DJP atas nama PT Karya | Widiastuti
Inti Persada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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395. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Alkhayatun
2015 dari SI DJP atas nama PT Karya Inti Widiastuti
Persada

396. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
November 2012 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

397. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

398. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

399. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

400. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

401. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

402. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka | Widiastuti
Indah Persada

403. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Alkhayatun
Masa Mei 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka | Widiastuti
Indah Persada

404. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

405. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 | Alkhayatun
dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Persada | Widiastuti

406. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka | Widiastuti
Indah Persada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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407. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Alkhayatun
Masa Juli 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka | Widiastuti
Indah Persada

408. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Alkhayatun
2013 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

4009. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
September 2013 atas hama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

410. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa September 2013 dari SI DJP atas nama Widiastuti
PT Milka Indah Persada

411. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Alkhayatun
2013 atas nama PT Milka Indah Persada Widiastuti

412. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Oktober 2013 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

413. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 Alkhayatun
Masa Oktober 2013 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

414, Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
November 2013 dari SI DJP atas nama PT Milka | Widiastuti
Indah Persada

415. Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Alkhayatun
Desember 2013 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

416. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

417. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

418. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas hama PT Widiastuti
Milka Indah Persada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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4109. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

420. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa Maret 2014 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

421. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April Alkhayatun
2014 dari SI DJP atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

422. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 Alkhayatun
Masa April 2014 atas nama PT Milka Indah Widiastuti
Persada

423. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur | Alkhayatun
Pajak PT Panca Inpora Bersama Widiastuti

424, Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S-23/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti

425. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S-969/NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 Widiastuti

426. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur | Alkhayatun
Pajak PT Karya Inti Persada Widiastuti

427. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S- Widiastuti
1864/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015

428. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S-796/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2015 | Widiastuti

429. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S-403/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014 | Widiastuti

430. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S- Widiastuti
1169/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014

431. Print Out Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur | Alkhayatun
Pajak PT Milka Indah Persada Widiastuti

432. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S- Widiastuti
1223/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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433. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S- Widiastuti
3504/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013

434. Print Out Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Alkhayatun
nomor S- Widiastuti
2618/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.0903/2013

435. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w

436. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 | Anastasia
Masa Januari 2014 dari SI DJP atas nama PT | Rahayu Tri
Handal Karya Abadi W

437. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w

438. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 | Anastasia
Masa Februari 2014 dari SI DJP atas nama PT | Rahayu Tri
Handal Karya Abadi W

439. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w

440. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi W

441. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w

442. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 | Anastasia
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT | Rahayu Tri
Handal Karya Abadi W

443. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni | Anastasia
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya | Rahayu Tri
Abadi w

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63 Putusan No.270/Pid.Sus/2021/PT DKI

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444,

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT
Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
w

445.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014
dari SI DJP atas nama PT Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

446.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya
Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

447.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa Agustus2014 dari SI DJP atas nama PT
Handal Karya Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

448.

Print Out SPT Masa PPN Normal
September 2014 dari SI DJP atas nama PT
Handal Karya Abadi

Masa

Anastasia
Rahayu Tri
w

449.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober
2014 dari SI DJP atas nama PT Handal Karya
Abadi

Anastasia
Rahayu Tri
W

450.

Print Out SPT Masa
November 2014 dari Sl
Handal Karya Abadi

PPN Normal
DJP atas nama PT

Masa

Anastasia
Rahayu Tri
w

451.

Print Out SPT Masa
Desember 2014 dari Sl
Handal Karya Abadi

PPN Normal
DJP atas nama PT

Masa

Anastasia
Rahayu Tri
W

452.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari
2014 atas nama PT Thaha Engineering Group
NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

453.

Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa
Januari 2014 atas nama PT Thaha Engineering
Group NPWP 02.635.8580-645.001

PT Thaha

Engineering

454,

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Januari
2014 atas nama PT Panca Inpora Bersama
NPWP 03.259.319.6-016.000

PT Thaha

Engineering

455.

Fotocopy SPT Masa PPN Normal Masa Februari
2014 atas nama PT Thaha Engineering Group

PT Thaha

Engineering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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NPWP 02.635.8580-645.001

456. Fotocopy SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa | PT Thaha
Februari 2014 atas nama PT Thaha Engineering | Engineering
Group NPWP 02.635.8580-645.001

457. Print out email dari Muhammad Ikhwan | Handal
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com) kepada | Karya Abadi
Cynthia tanggal 13 Maret 2014 dengan Subject
HKA Prd Jan 2014.pdf

458. Print out email dari Muhammad Ikhwan | Handal
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com) kepada | Karya Abadi
Cynthia tanggal 13 Maret 2014 dengan Subject
HKA Prd Jan 2014.pdf

459. Print  out email dari Cynthia Atika | Handal
(Cynthia_handal@yahoo.com) kepada | Karya Abadi
Muhammad Ikhwan
(Muhammad_ikhwan@smcholding.com) tanggal
26 Februari 2014

460. Print Out Purchase Order No | Handal
003/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 02/01/2014 Karya Abadi

461. Print Out Purchase Order No | Handal
005/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 03/01/2014 Karya Abadi

462. Print Out Purchase Order No | Handal
006/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 06/01/2014 Karya Abadi

463. Print Out Purchase Order No | Handal
009/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 08/01/2014 Karya Abadi

464. Print Out Purchase Order No | Handal
0011/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 10/01/2014 Karya Abadi

465. Print Out Purchase Order No | Handal
0013/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 13/01/2014 Karya Abadi

466. Print Out Purchase Order No | Handal
0016/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 15/01/2014 Karya Abadi

467. Print Out Purchase Order No | Handal
0020/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 17/01/2014 Karya Abadi

468. Print Out Purchase Order No | Handal

Disclaimer
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0021/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 20/01/2014

Karya Abadi

4609.

Print Out Order No
0023/HKA/PL/PO/01/14 tanggal 24/01/2014

Purchase

Handal
Karya Abadi

470.

Print out aplikasi setoran kepada Muhammad
Ikhwan 125.000.564.8993
tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp 70.000.000

nomor rekening

Handal
Karya Abadi

471.

Print Out SPT masa PPN Masa Januari 2014

atas nama PT Handal Karya Abadi

Handal
Karya Abadi

472.

Piagam apresiasi dan pengghargaan kepada PT
Handal Karya Abadi atas kontribusi terhadap

program amnesti pajak

Handal
Karya Abadi

473.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari
2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo

Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph
a

474.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret
2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo

Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

475.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT

Bragasindo Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

476.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2
Masa Maret 2014 dari SI DJP atas nama PT

Bragasindo Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

477.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April
2014 dari SI DJP atas nama PT Bragasindo
Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

478.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT

Bragasindo Mandala Putra

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

479.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2

Rika
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Masa April 2014 dari SI DJP atas nama PT

Bragasindo Mandala Putra

Hafidha
Rahmasoph

a

480.

Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

481.

Fotocopy Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

482.

Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Nomor 0091/-1.824.1/2012

Rika
Hafidha
Rahmasoph
a

483.

Fotocopy Akta pendirian perusahaan nomor 1

tanggal 05 Januari 2012

Rika
Hafidha
Rahmasoph

a

484.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota

Makmur

Ira Herawati

485.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa Mei 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

Ira Herawati

486.

Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota

Makmur

Ira Herawati

487.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT
Aditama Kota Makmur

Ira Herawati

488.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

Ira Herawati

489.

Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3
Masa Juni 2014 dari SI DJP atas nama PT

Ira Herawati
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Aditama Kota Makmur

490. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2014 | Ira Herawati
dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota Makmur

491. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 | Ira Herawati
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

492. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 | Ira Herawati
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

493. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-3 | Ira Herawati
Masa Juli 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

494. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

495. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa | Ira Herawati

September 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

496. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Ira Herawati
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Kota
Makmur

497. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa | Ira Herawati

November 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

498. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa | Ira Herawati
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT

Aditama Kota Makmur

499. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober | Riska
2014 dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya | Alfriani
Persada

500. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa | Riska

November 2014 dari SI DJP atas nama PT | Alfriani

Aditama Jaya Persada

501. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa | Riska
Desember 2014 dari SI DJP atas nama PT | Alfriani
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Aditama Jaya Persada

502. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari | Riska
2015 dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya | Alfriani
Persada

503. Print Out SPT Masa PPN Pembetulan Ke-1 | Riska

Masa Januari 2015 dari SI DJP atas nama PT | Alfriani

Aditama Jaya Persada

504. Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret | Riska
2015 dari SI DJP atas nama PT Aditama Jaya | Alfriani
Persada

dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak,
JI.LAnggur V No. 81 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 23 September 2021 mengajukan permintaan banding sebagaimana
tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor :4/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel
,sedangkan Terdakwa hingga batas waktu yang ditentukan sesuai undang undang

tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2021,
sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Jaksa
Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2021 yang
diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Nopember 2021 dan
telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah
diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan

Tinggi (Inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan
Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang

waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang,
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oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Jaksa
Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Jaksa Penuntut Umum tidak
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dalam menjatuhkan putusan pidana perjara terhadap terdakwa ARIS
SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan alasan
perkara tindak pidana Perpajakan tergolong dalam Extra Ordinary Crimes
( kejahatan yang luar biasa ) dikarenakan akibat dari perbuatan Terdakwa
menimbulkan Kerugian Negara sangat besar dalam hal Pendapatan Negara
dan bias mengganggu perekonomian tidak stabil atau tidak seimbang dengan
pelaku bisnis yang taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak , dengan
demikian putusan yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di
masyarakat;

- Jaksa Penuntut Umum selanjutnya
memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan yang

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa
dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 16
September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 360/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 16
September 2021 telah dipertimbangkan dengan baik sesuai fakta di persidangan ,
dikaitkan dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif , oleh karena itu putusan
tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
hukuman , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan serta memerintakan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan;

Mengingat Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
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1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
360/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2021, yang dimintakan
banding tersebut;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 oleh kami Tony
Pribadi,S.H.,M.H Ketua Majelis, Dr. H.Yahya Syam, S.H.M.H dan Sugeng
Hiyanto,S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Jakarta tanggal 27 Oktober 2021 Nomor. 270/Pid.Sus/2021/PT DKI, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 5 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim - Hakim Anggota, serta Roma Siallagan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  yang ditunjuk berdasarkan penetapan
N0.270/Pid.Sus/2021/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2021 tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Dr.H.Yahya Syam ,S.H.,M.H. Tony Pribadi,S.H.,M.H

2. Sugeng Hiyanto,S.H.,M.H
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Panitera Pengganti,

Roma Siallagan,S.H.,M.H
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